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Kesaksian Gempur Budi Angkoro alias Jabir dalam catatan harian yang ditemukan di sebuah rumah di Wonosobo, Jawa Tengah, 29 April lalu—ketika aparat kepolisian menggerebek kelompok ini—sangat mengejutkan. Jabir menegaskan: "Dengan peledakan, pengikut kebenaran memberikan contoh pengorbanan yang paling indah, berani mati guna membela agama...". 

Sebuah catatan kesaksian yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah perlawanan politik di Indonesia. Kesaksian yang melukiskan perjalanan kelompok teroris ini bukanlah sebuah kosa kata yang berada di luar sejarah dan kebudayaan. 

Ia merupakan artikulasi atas sebuah kondisi sosial-konkret dalam episode sejarah; sejarah modernitas dan globalisasi yang dialami sebagai petaka. Klaim yang diusung para "pengantin" ini merupakan suatu reaksi balik terhadap ketimpangan tatanan ekonomi-politik global dengan tetap bertumpu pada ajaran dan doktrin keagamaan yang menjelma sebagai sumber kebenaran yang mengabsahkan-diri (self- authorized truth), kemudian menjadi legitimasi suatu keyakinan politik kaum fanatik. 

Kekhawatiran John Stuart Mill di penghujung abad ke-19 mengenai ancaman terhadap kebebasan dalam sebuah negara modern mendapatkan wujudnya yang baru, yaitu fanatisme. Fanatisme yang semakin segar bugar di hari kini di Indonesia telah menjadi ancaman serius terhadap kehidupan publik demokratis, bahkan bisa mengakibatkan civil society menemui ajalnya. Di negeri ini, fanatisme telah mengancam eksistensi civil society dengan segala atributnya. 

Fanatisme, bagaimanapun, berciri penolakan terhadap keragaman. Fanatisme telah dengan jelas menjadi musuh terhadap kemungkinan untuk berbeda. Kekerasan yang akhir- akhir ini mewarnai negeri ini adalah buah dari fanatisme. 

Fanatisme lahir dari ketidakpercayaan diri untuk menghadapi perbedaan pikiran, ekspresi kehidupan, kemudian menetapkan segala hal ihwal yang suci sebagai steril, tak pernah terkontaminasi, murni, bahkan ajeg. Fanatisme adalah antipoda atas civil society karena menolak rasionalitas sebagai landasan kemajemukan ruang publik. 

Kegagalan kita dalam menempatkan ruang publik sebagai satu-satunya institusi definitif dalam demokrasi modern akan berakibat fatal, yaitu kematian civil society. 

Karena globalisasi 

Di sisi lain, fanatisme berkembang subur saat berhadapan dengan ketimpangan ekonomi-politik. Salah satu sumber ketimpangan ekonomi-politik saat ini adalah globalisasi. 

Globalisasi adalah anak kandung modernitas, sedangkan modernitas adalah kelanjutan proyek "Pencerahan" yang belum selesai. Proyek "Pencerahan" ini mengandaikan kepercayaan kepada prinsip-prinsip universal, karena prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dalam situasi lintas sejarah dan budaya dengan segala keunikannya. 

Pada kenyataannya, universalitas ini sering kali tidak berhasil mewadahi semua keinginan warga dunia. Bahkan ia acapkali melahirkan ketidakpuasan yang antara lain berbentuk kekerasan. 

Kekerasan adalah respons balik yang muncul sebagai gerakan protes terhadap upaya globalisasi politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama. Globalisasi untuk sebagian masyarakat lebih merupakan ancaman daripada peluang. 

Walaupun ia merupakan keniscayaan sejarah, tapi globalisasi juga telah menginjeksikan kepalsuan dalam spiral komunikasi, sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi. Resistensi dari sebagian kelompok tertentu bahkan memanifestasi dalam tindakan teror berasal dari distorsi komunikasi ini. Di mana dampak kekerasannya terwujud dalam sebuah aksi bernama terorisme. 

Terorisme berjalin-berkelindan dengan pemahaman fanatis-dogmatis dalam menafsirkan doktrin-doktrin agama ketika merespons modernitas. Fanatisme adalah reaksi terhadap kegagalan sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (Lebenswelt). 

Sekularisasi telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional mereka. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya juga identitas membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Fanatisme menemukan bentuknya yang paling ekstrem dalam tindakan teror. 

Panik dan gagap 

Terorisme secara eksklusif bersifat modern. Karena itu, fanatisme bukanlah gerak "kembali" pada suatu cara pra-modern dalam memahami agama. Tetapi lebih sebagai respons panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. 

Kepanikan ini ditandai dengan resistensi diri terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, dan melihat teror sebagai solusi "komunikatif"-nya. 

Saya berseberangan dengan hipotesis Huntington, bahwa konflik peradaban tidak terjadi karena perbedaan ideologi dan ketidaksetaraan ekonomi, tetapi karena motif-motif budaya dan agama. Sebaliknya, distorsi komunikasi sebagai akibat globalisasi tidak bersifat kultural dan agama, melainkan ekonomis. Meskipun kemudian melahirkan gerakan protes atas nama agama. 

Ini dapat dilihat dari koalisi negara-negara Barat yang hanya memfokuskan diri pada strategi ekonomi pasar. Penekanan pada strategi ekonomi pasar menyuburkan konsumerisme, selanjutnya melahirkan ledakan di tengah lapisan penduduk dunia yang merasa paling dirugikan. Ledakan akibat konsumerisme membangkitkan reaksi spiritual sebagian kalangan sebagai alternatif mengatasi ketimpangan kapitalisme global. 

Catatan harian Jabir serta rentetan peristiwa bom bunuh diri, sekali lagi menunjukkan bahwa betapa pun adiluhungnya pencapaian tata-berpikir dan bermasyarakat, bangsa yang tidak pernah dibentuk akan jatuh pada bentuk-bentuk fanatisme; salah satunya dogmatisme agama dewasa ini. Ilmu-ilmu dan wacana yang tidak mampu mengantisipasi dan mencerna gelombang-gelombang besar perubahan akan terperosok dalam fanatisme buta. 

Peradaban tidak boleh dianggap final, dan juga harus dilihat dalam ’dimensi keberlangsungannya’. Masyarakat yang ramah, toleran serta adat istiadat yang adiluhung, sering kali dijadikan gambaran masyarakat Indonesia. Di hadapan para "pengantin" yang fanatik ini, hal ihwal itu tidak ada artinya. Peradaban tidak dapat berjalan di dalam ruang kosong, atau hanya pada norma-norma belaka. 

Peradaban harus mempunyai kaki, berinteraksi dengan dimensi keberlangsungan, yaitu; politik antarbangsa, pemerintahan, dan masyarakat. Meremehkan atau terlalu fanatik dengan salah satu dimensi akan membuka ruang bagi penindasan kemanusiaan. 

Dengan ini, kita sadar, bahwa peradaban mendapat arti pentingnya justru karena ia merupakan proses humanisasi yang terus berjalan, berjalan dalam kefanaan manusia. 
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